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Sistem pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pembinaannarapidana, maka 
pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk 
mencapai suatu tujuan. Sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan ini mempunyai 
peranan penting dalam pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, 
karena narapidana tersebutmempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat 
perhatian berupa bantuan agar mereka memperoleh motivasi hidup ke depan dan dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tidak menjadi seorang residif. Tujuan dari 
penelitian ini  untuk mengetahui sistem pembinaan, kendala-kendala serta upaya 
yangdilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dalam mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana.Penulis menggunakan penelitian 
yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara 
dengan 2 orang pejabat atau pegawai di instansi, serta berupa  statistic criminal yang ada di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dan dokumen-dokumen. Hasil analisis 
data adalah upaya penanggulangan permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana 
pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung:Over capacity, pemerintah telah 
memberikan remisi yang secara lansung hal ini dapat mengurangi kepadatan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan, Anggaran, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan dana yang 
tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembinaan 
narapidana, SDM, pemerintah seharusnya melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, 
seperti universitas yang memiliki pembalajaran agama yang baik. 
Kata Kunci: sistem pembinaan, narapidana, klas IIB. 
Abstract 
 
The penitentiary system has an important role in guiding prisoners, so guiding prisoners 
have several components that work interrelated to achieve a goal. This system, known as the 
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penitentiary system, has an important role in guiding prisoners as a crime prevention effort, 
because the prisoners have various problems that should receive attention in the form of 
assistance so that they obtain motivation to live in the future and be able to adjust to the new 
environment and not become a residif. The purpose of this study is to find out the guidance 
system, constraints and efforts made by Class IIB Correctional Institution staff in Muara 
Sijunjung in overcoming problems that arise in the formation of prisoners. The author uses 
sociological juridical research using primary data obtained through interviews with 2 
officials or employees in agencies, and in the form of criminal statistics in the Class IIB 
Penitentiary Muara Sijunjung and documents. The results of the data analysis are efforts to 
overcome the problems that arise in the formation of prisoners in the Class IIB Correctional 
Facility Muara Sijunjung: Over capacity, the government has given remissions which directly 
can reduce the density of prisoners in Correctional Institutions, Budget, the government seeks 
to utilize available funds effective and efficient to achieve optimal results in fostering 
prisoners, human resources, the government should collaborate with other institutions, such 
as universities that have good religious instruction. 
Keywords: guidance system, prisoners, class IIB. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Di Indonesia, terhadap pelaku tindak pidana tersebut di proses menurut hukum yang 
berlaku, dan bagi para pelaku yang telah dijatuhi hukuman berupa hukuman penjara, pada 
umumnya dimasukkan atau dibina pada sebuah lembaga, lembaga tersebut kita kenal dengan 
Lembaga Pemasyarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini adalah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (selanjutnya disebut UU 
Pemasyarakatan).Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan 
agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.Supaya tujuan tersebut 
dapat terlaksana, tergantung kepada Peraturan Perundang-undangan, sarana dan prasarana, 
petugas narapidana dan masyarakat. 
Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana 
mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.1 
Sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan ini mempunyai peranan penting dalam 
pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena narapidana tersebut 
mempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian berupa bantuan agar 
mereka memperoleh motivasi hidup ke depan dan dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru dan tidak menjadi seorang residif. Apabila narapidana sudah dibina dengan 
                                                             
1Ibid, hlm. 79. 
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sebaik baiknya, diharapkan setelah mereka keluar dari penjara akan menjadi warga negara 
yang baik dan tidak berbuat kejahatan lagi. Pada kenyataannya banyak sekali narapidana 
yang tidak mengetahui atau memahami keberadaanya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri 
untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa 
sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga 
prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri 
merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan 
perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal. 
Selain itu, pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali 
perbuatannya dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat hukum, 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, agama, sehingga mencapai kehidupan masyarakat 
yang aman, tertib dan damai. 
Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman 
merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan 
reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah jika 
ditentukan bahwa petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) ditetapkan sebagai pejabat fungsional 
penegak hukum. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk melindungi masyarakat 
terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta 
merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya 
merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu 
upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan 
masalah yang sangat kompleks.2 
Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dan 
klien pemasyarakatan dalam suatu kerangka. Proses pemasyarakatan merupakan proses 
integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan 
gotong-royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas 
pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan 
                                                             
2 Erni Dwita Silambi, Marlyn Jane Alputila, Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II B Merauke,  http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas, Volume 4, Nomor 1,  2015, hal.  85. 
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khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan 
lembaga pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah 
kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak 
yang bersangkutan ditahan di lembaga pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa 
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud 
pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang 
dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya 
program-program perawatan rohani maupun jasmani.3 
Namun, pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau 
memahami keberadaanya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus 
kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat 
diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat 
pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan 
untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan 
tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal. Melihat hal ini, penulis 
tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 
Muara Sijunjung dan teknis pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini sebagai 
upaya untuk pencegahan kejahatan. Untuk itu,penulis memilih judul: “Pelaksanaan sistem 
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”.(Studi Kasus Pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIb B Muara Sijunjung). 
B. Rumusan Masalah 
Idealnya kita terlebih dahulu mengetahui masalah apa yang kita bahas, dengan 
perumusan masalah tersebut diharapkan kita tidak akan menyimpang dari sistematika 
penulisan, maka sesuai dengan judul penelitian, permasalahan yang akan dibahas adalah  
bagaimanakah penerapan sistem pembinaan narapidana, apakah kendala-kendala yang 
ditemui Lembaga Pemasyarakatan, serta apakah upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dalam mengatasi kendala yang timbul dalam 
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung? 
 
 
                                                             
3 Ibid, hal. 86 
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C. Metode Penelitian 
Penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung.   
Penulis menggunakan penelitian yuridis  sosiologis  yaitu pendekatan masalah melalui 
peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada 
dalam masyarakat. 
Jenis penelitian adalah quasi-eksperimen (eksperimen semu) dengan menghadirkan 
kelompok kontrol (two grup time pretest-postest). 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 
orang pejabat atau pegawai, dan data sekunderberupastatistic criminal yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung.  
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Sistem Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan Klas IIB Muaro 
Sijunjung. 
Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muaro Sijunjung 
dilaksanakan dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya,  pembinaan dan 
bimbingannya dapat menjadi warga Negara yang baik. Pada dasarnya arah pelayanan, 
pembinaan dan bimbingan yang dilakukan petugas adalah memperbaiki tingkah laku warga 
Binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. 
Bentuk-bentuk pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIB Muara Sijunjung yaitu:Pembinaan kemandirian diberikan agar narapidana mendapat 
bekal keterampilan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga 
apabila mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sekurang-kurangnya mereka 
mempunyai keterampilan untuk memulai usaha baru dalam melanjutkan hidup lebih baik 
lagi. Pembinaan kemandirian yang saat ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIB Muara Sijunjung seperti pembinaan keahlian cat mobil, berkebun, kerajinan tenun, 
service Hp, pangkas rambut. 
B. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam upaya pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung. 
Berbicara mengenai kendala-kendala berarti merupakan suatu halangan yang dihadapi 
oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dalam melaksanakan tugas 
pembinaan terhadap narapidana, dimana kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan 
tersebut terletak pada faktor intern dan ekstern. Seperti; 
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1. Over capacity 
Lapas Muara Sijunjung yang saat ini berkapasitas 150 orang dihuni 257 orang, 
kondisi ini tentunya sedikit menghambat dalam rangka pengembangan kegiatan 
pembinaan karena tentunya ada keterbatasan ruang bergerak bagi warga binaan 
untuk mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. 
2. Kurangnya sarana dan prasarana 
Terbatasnya jumlah lapas yang ada, belum optimalnya lapas narkoba, lapas wanita 
dan lapas khusus tipikor, kurangnya sarana pembinaan, tidak tersedianya alat 
pendeteksi narkoba, Alat jammer HP / pelacak HP, Terbatasnya alat-alat kesehatan. 
3. Terbatas Anggaran 
Untuk tahun 2018 ini anggaran untuk kegiatan pembinaan di Lapas Klas IIB Muara 
Sijunjung tidak ada sama sekali, tentunya kondisi ini membuat Lapas tidak dapat 
berbuat lebih banyak lagi dalam kegiatan pembinaan, bahkan anggaran perawatan 
kesehatan pun juga tidak tersedia. 
4. Kuranganya kegiatan pembinaan 
C. Upaya-upaya penanggulangan permasalahan yang timbul dalam pembinaan 
narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak Lembaga 
Pemasyarakatan adalah: 
1. Masalah over capacity, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, seperti 
pemberian remisi dan pelepasan bersyarat, sehingga secara tidak lansung hal ini dapat 
mengurangi kepadatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
2. Masalah kurangnya sarana dan prasarana, pemerintah juga sedang berusaha sekuat 
tenaga untuk melengkapi semua sarana dan prasarana yang ada, semoga cepat 
ditanggapi oleh pemerintah daerah. 
3. ketidak adanya kegiatan rohani dan jasmani, diharapkan dapat mengadakan kegiatan 
seperti baca tulis Alquran, belajar Iqrak, serta tuntunan sholat yang benar. Untuk 
kegiatan jasmani setidaknya dilakukan senam pagi setiap akhir minggu, dan kegiatan 
bermain olahraga bersama. 
 4. Untuk masalah anggaran, pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk 
memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil 
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yang optimal. Dimana dana tersebut sangat berguna bagi program pembinaan 
narapidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan ini, seperti biaya 
kebutuhan hidup narapidana, biaya program kemandirian serta kebutuhan lain yang 
diperlukan.a 
KESIMPULAN 
Berdasarkan bertitik tolak pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara 
Sijunjungterdapat pembinaan kemandirian.  
2. Kendala-kendana yang di temui oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan 
narapidana yaitu kelebihan daya tampung (over capacity) terbatasnya sarana dan 
prasarana, faktor anggaran juga menjadi hambatan dalam pembinaan dan kurangnya 
Sumber Daya Manusia. 
3. Upaya penanggulangan permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana pada 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung: 
a. Over capacity, pemerintah telah memberikan remisi yang secara lansung hal ini 
dapat mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. 
b. Anggaran, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara 
efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembinaan 
narapidana. 
c. SDM, pemerintah seharusnya melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, 
seperti universitas yang memiliki pembalajaran agama yang baik. 
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